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Nurul Fahmy Andy Langgai, B 111 13 145, dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang  (Studi Kasus 
Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.MKS)”, di bawah bimbingan Muhadarselaku 
pembimbing I dan Amir Ilyasselaku pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materilterhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan 
Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks serta untuk mengetahui 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku dalam Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar 
yang khusus membahas mengenai kasus Putusan No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. Teknik pengumpulan data adalah dalam 
bentuk dokumentasi dan interview. Data yang telah  diperoleh dari hasil 
penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif 
yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk 
penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang 
berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan 
penelitian ini. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pidana 
materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur 
berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) angka 
ke-1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum 
hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam 
Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks adalah hakim 
tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana 
diterapkan dalam undang-undang melainkan juga hakim 
mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan 
memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan 
Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks, hakim lebih cenderung 
menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan 
batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam UU Nomor 







Nurul Fahmy Andy Langgai, B 111 13 145, entitled “Law Review Againts 
Human Trafficking  (Case Study No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.MKS)”, guided 
by Muhadar as First Preceptor dan Amir Ilyasas Second Preceptor.  
The aims of this study was to identify application of material criminal 
law based by Adjudication No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks and also was to 
identify legal considerations by the judge in imposing a criminal offense 
against the perpetrator in Adjudication No.1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks. 
This research was conducted at Makassar District Court which 
specially discuss about Adjudication No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. Data 
completion techniques are in the documentation and interviews. The data 
that have been produced from the results of the research, will then be 
found and analyzed descriptively, the analysis describes the content and 
will be discussed in the form of translation by giving meaning according to 
the applicable legislation on the conclusions based on this research. 
The research was found that the application of the material criminal 
law applied by the Public Prosecutor in AdjudicationNo. 
1498/Pid.Sus/2015/ PN.Mks are right because it has fulfilled the element 
based on the provisions of Article 12 of Law Number 21 Year 2007 about 
Eradication of Human Trafficking jo. Article 55 paragraph (1) number 1 of 
the Criminal Code and Article 83 of Child Protection Law. Adjudication 
from judicial consideration in prosecuting criminal cases of human 
traffcking of Decision of the District CourtNo. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
is the judge not only based his decision on the provisions of criminal 
sanctions applied in the law, but also judges consider on matters that are 
relieving and burdensome criminal sanctions that will have implications on 
the judge's decision in imposing sanctions Criminal, where in Decision of 
theAdjudication No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, judges are more likely to 
impose penal or imprisonment sanctions by using the minimum sanction 
limit applied in Law Number 21 Year 2007 about Eradication of Human 
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A. Latar Belakang  Masalah 
Konsitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) 
dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia 
dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan 
Perempuan) untuk memajukan kesejateraan, mencerdaskan dan 
melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk 
memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan 
bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung 
jawab atas promosi ,perlindungan dan pemenuhan (to promte, to 
protect,to fulfill) hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari 
pemenuhan hak asasi manusia. 
Kenyataannya, hingga hari ini, jutaan perempuan terpaksa 
bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan 
perempuan indonesia, usia anak anak dan dewasa menjadi korban 
perdagangan orang dan ribuan perempuan terinfeksi hiv/aids.  
Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah 
Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan 
hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan 
perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun 
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kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak 
terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan1. 
Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya 
perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan 
berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara 
(transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan 
exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan 
orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin 
komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin 
meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan 
usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah 
usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat 
perdagangan orang dengan orang tua mereka.  
Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan 
perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam 
kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. 
Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang 
kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun 
masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di 
lakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di 
Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
                                                          
1
 Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, 
hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. Hal 9-10. 
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maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) 
tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban exploitasi seksual 
atau perempuan yang di lacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk 
negara yang melegalkan prostitusi.2 
Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah 
human trafficing akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang 
banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan 
diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya 
perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun 
belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian 
tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah 
transnasional. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, selama periode Maret 2005 sampai 
dengan Maret 2010 International Organization for Migration (IOM) 
mencatat ada 3.735 orang korban tindak pidana perdagangan orang. 
Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana 
perdagangan orang, 275 orang korban terdiri dari 208 perempuan dan 67 
orang anak-anak. 
 
                                                          
2
 ibid hal 12-13 
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Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa 
pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa 
perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini 
diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan 
jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat 
sulit menemukan solusinya. 
Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang 
diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerja 
disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar 
dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang 
rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan 
bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat 
mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum 
yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum 
di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , 
termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga 
mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan 
orang. 
Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan 
terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan 
berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan 
berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung 
menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus 
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pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, 
pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, 
penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan 
yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang 
berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah 
dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun 
secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggukan 
berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak 
korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan 
memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan 
sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara 
memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat 
diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet. 
Dari berbagai kejadian dalam tindak Pidana Perdagangan orang, 
kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses : 
1. Perekrutan 
Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui 
perorangan dan perusahan pengerah tenaga kerja yang 
“mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban 
trafficking dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke 
daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai 
daari perusahanan pengerah tenaga kerja tersebut memang 
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sah/legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui 
penipuan dan dilakukan untuk tujuan ekspolitasi. 
Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk 
bermigrasi atau perpindahan dari daerah/negara asal melalui janji-
janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata 
tersebut dapat pulai merujuk pada para korban yang melakukan 
perjalanan.berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan 
pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi 
atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada sering 
dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di 
daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan diekspolitasi ditempat 
tujuan. Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana 
masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan 
akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan 
tingginya tingkat kerentanan paa migran tersebut (terutama 
perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak 
terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan 
terisolasi.3    
2. Pemalsuan dokumen  
Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) 
diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, 
alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah 
                                                          
3
 Linda Amalia Sari,S.IP, 2010, Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 




perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa 
koper berisi setumpuk KTP, akte kelahiran, papor, dan folmulir 
lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu 
yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan 
diisi (calon) korban. 
Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa 
jumlh paspor yyang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari 
jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, 
negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk 
kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar 
negeri dan yang tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun 
stateless.” 
3. Penyekapan sebelum berangkat  
Para trafficer calo/sponsor umunya tidak segera memberangkatkan 
calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi 
kekerasan dan penyekapan, bahkan di tempat penampungan 
sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat 
penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak 
manusiawi. 
4. Pengangkutan dalam perjalanan 
Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan 




5. Di tempat kerja 
Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja 
seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak 
manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. 
Modos operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang 
relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (trafficker), 
sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para trafficker lebih leluasa 
untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan 
kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin 
menjerat korban, sehigga mereka tidak berdaya untuk menuruti 
kendak trafficker. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, 
maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). 
Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiyaan, pemerasan, 
dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi. 
6. Perjalanan pulang  
Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun 
pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak 
sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan 
bahkan pelecehan seksual. 
7. Pemulihan/rehabillitasi  
Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung 




 Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, 
namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, 
pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana 
alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat 
strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta 
peneggakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya 
pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, 
mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja 
diluar negeri, degan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan 
keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri,  
budaya masyarakat yang komsumtif, dan faktor lingkungan turut 
mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat  
dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan 
mudah diatur.4 
Pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka 
gender tidak lagi dapat ditawar-tawar. Indonesia harus segera 
menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan 
perdagangan perempuan (sesuai dengn konvensi Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) sebagai upaya memerangi 
perdagangan perempuan. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis 
tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke 
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dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perdagangan Orang  Di Kota Makassar  (Studi Kasus Putusan No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara 
Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materilterhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 





D. Kegunaan Penelitian  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan 
ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang 
berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana 
pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan 
tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana 
untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana 
perdagangan orang, serta untuk mengkaji dari sisi hukum tentang dasar 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman 




















A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa 
latin “delictun” dan “delicta”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut 
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan feit artinya sebagian 
dari kenyataan. Sehingga Strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan 
yang dapat dihukum.5 Moeljatno dalam Adami Chazawi mengemukakan 
bahwa suatu strafbaarfelt itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia 
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.6  
Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 
strafbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
a. Hammel  
Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap  hak–hak 
orang lain.7 
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b. Simons  
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum.8 
c. Pompe 
“Strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum.9 
d. E. Utrecht  
“Starbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia 
sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuataan handelen atau doen 
positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya 
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9
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 Evi Hartanti, 2009. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 6.  
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e. Wirjono Prodjodikoro  
Straffbaarfeit adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat 
dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak 
pidana.11 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung 
mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :12 
a. Unsur Subjektif  
Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana 
menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia berupa : 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b. Omissions, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
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 Andi Atika. Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota 
Makassar (Studi Kasus Putusan No. 579/Pid.B/2013/PN.MKS). Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Hal. 16. 
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 Leden Marpaung, 2008. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8. 
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2. Akibat perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances)  
Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain : 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari 
pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana : 
a. Satochid Kartanegara 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu 
berupa :13 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat; 
3. Keadaan. 
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Unsur, tindak pidana adalah :14 
1. Perbuatan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya). 
c. Vos, unsur tindak pidana adalah :15 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan; 
d. Jonkers, unsur tindak pidana adalah :16 
1. Perbuatan; 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan. 
3. Subjek Tindak Pidana 
Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani 
tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab 
Undang-Undang Pidana (KUHP). Pembentuk KUHP berpandangan 
bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani 
tanggung jawab pidana, karenannya hanya dapat dibebani tanggung 
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 Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Refika Aditama, Bandung. Hal. 54.  
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jawab pidana, karenannya hanya manusia yang merupakan subjek tindak 
pidana dalam KUHP. 
Dalam KUHP, badan hukum (rechtsperson) bukan subjek tindak 
pidana. Hal ini dapat dilihat dari : 
1. Pasal 59 KUHP di mana pidana hanya diancamkan terhadap 
pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, 
bukan pada badan hukum ini sendiri. 
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke 
bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada 
manusia. 
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana 
untuk badan hukum. 
Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah 
mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.17 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Teori Pemidanaan 
Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada 
Adami Chazawi yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat 
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 Maramis Frans. 2013.  Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada.  
18
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings teorien) 
Adami Chazawi menyatakan bahwa :  
 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu 
pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan 
pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan 
penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah 
dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus 
diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa 
kejahatan) yang dilakukannya.  
 
Adapun penganut teori ini antara lain :19 
1. Immanuel Kant (philosophy of law) 
Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan 
kejahatan (kategorische imperiatief). 
2. Hegel 
Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari 
adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap 
ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita-
susila, maka pidana merupakan Negation der Negation 
(pengingkaran terhadap pengingkaran). 
3. Herbart 
Berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan orang itu harus 
merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah 
dilakukannya. 
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Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu 
menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa 
pidana. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 
pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku tindak pidana telah 
membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh 
harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-
akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak 
memerhatikan masa depan, baik terhadap diri pelaku tindak pidana 
maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk 
mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya 
penderitaan bagi pelaku tindak pidana. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu :  
1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari 
pembalasan); 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).20 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorien) 
Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. Penganut 
teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat 
dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. 
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Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :21 
a. Bersifat menakut-nakuti (afcsbrikking); 
b. Bersifat memperbaiki (verbetereing/reclasering); 
c. Bersifat membinasakan (onsbadelijk maken). 
Oleh karena itu, dapat dilakukan teknik pencegahan yang 
terbagi atas dua poin yakni pencegahan umum dan pencegahan 
khusus :22 
1. Pencegahan Umum (general preventive) 
Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan 
pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) 
menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang 
dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar 
masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa 
dengan pelaku tindak pidana itu. 
2. Pencegahan Khusus  
Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku 
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi 
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melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat 
buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan 
nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, 
yang sifatnya ada tiga macam :23 
a. Menakut-nakutinya 
b. Memperbaikinya 
c. Membuat jadi tidak berdaya 
c. Teori Gabungan (vernegings theorien) 
Penganut teori ini adalah Bonger, Simons, Paleggerino 
Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Bellin.24 
Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana 
dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. 
Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi 
general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan 
ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu : 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
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b. Teori yang mengutamakan perlindunngan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana.25 
2. Jenis-Jenis Pemidanaan 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana yaitu :  
a. Pidana mati 
Pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada kejahatan : 
1. Makar membunuh kepala negara (Pasal 104 KUHP); 
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 11 
ayat (2) KUHP); 
3. Memberi pertolongan pada musuh pada waktu Indonesia 
dalam perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); 
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 104 KUHP); 
5. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 
KUHP); 
6. Pembajakan yang mengakibatkan ada orang mati (Pasal 444 
KUHP), dan lain-lain. 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan yang disengaja, 
culpa dan pelanggaran fiscal diatur dalam Pasal 12 KUHP. Lamanya 
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hukuman penjara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-
lamanya 15 tahun berturut-turut. Hukuman penjara boleh dijatuhkan 
selama-lamanya 20 tahun berturut-turut dalam hal menurut hakim 
boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup. 
c. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggaran dan kejahatan-
kejahatan berculpa diatur dalam Pasal 18 KUHP. Lamanya pidana 
kurungan minimum satu hari maksimum satu tahun bisa ditambah 1 
tahun 4 bulan apabila ada gabungan, recidive, dalam hal Pasal 52 
KUHP. 
Adapun perbedaan antara pidana penjara dengan pidana 
Kurungan yaitu :26 
1. Pekerjaan pada orang yang dijatuhi pidana kurungan lebih 
ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara. 
2. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat 
tinggal si terpidana sedangkan pidana penjara dapat 
dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. 
3. Pidana kurungan tidak boleh dijatuhkan pada kejahatan yang 
disengaja atau berculpa. 
4. Pidana kurungan tidak boleh diberi pelepasan bersyarat. 
5. Orang yang dipidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya 
sendiri atas ongkos sendiri/biaya (fistole).  
 
d. Pidana Denda 
Pidana denda diancamkan terhadap kejahatan maupun 
pelanggaran semata-mata ataupun alternatif oleh hukuman penjara 
atau kurungan. Pada waktu dijatuhkan pidana denda, maka dalam 
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surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari hukuman 
kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila denda tidak 
dibayar. Hukuman kurungan semacam ini dinamakan hukuman 
kurungan pengganti denda. Terhukum bebas untuk memilih antara 
membayar denda atau menjalankan hukuman kurungan 
penggantinya. Pidana Denda diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 KUHP. 
e. Pidana Tutupan  
Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui 
UU Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang 
maksudnya sebagaimana tentang dalam Pasal ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong 
oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana 
tutupan”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pidana tutupan tidak 
dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara 
melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah 
sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara 
lebih tepat”. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu 
yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintahan No. 8 Tahun 1948, yang 
dikenal dengan peraturan pemerintah tentang rumah tutupan. 
Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini, tampaknya pidana 
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tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana 
penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang 
dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak 
pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. 
Sayangnya dalam UU maupun PP pelaksanaannya itu tidak 
dijelakskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu, karena 
itu penilainnya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 
3. Tujuan Pemidanaan  
Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para 
sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang dicapai, di 
dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai 
sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. 
Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman Protagoras, 
orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan. Di 
dalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana 
pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula sebagian 
besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan 
pemidanaan adalah untuk mencegahan dilakukannya kejahatan pada 
masa yang akan datang, bahkan ada yang menyatakan bahwa 
pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap 
serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. 
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Dwidja Priyanto berpendapat bahwa :27 
Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai 
tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni 
antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana 
retributive (retributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa 
pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut. Di samping itu 
timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan 
yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang 
plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian 
yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan 
konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak 
diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk 
tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang 
menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan 
teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-
ukuran berdasar prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa 
penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang 
selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana. 
 
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggung- jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.28 
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
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sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuanpelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk 
paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin 
pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, 
pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi 
lainnya.29 
Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan 
pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, 
perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, 
pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara 
ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu 
muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang 
tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, 
dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan 
perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi 
seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi 
anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri 
pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk 
eksploitasi lainnya. 
Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; 
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pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain 
merupakan tindakan yang tidak terpuji.30 Sedangkan, dalam Kamus Besar 
Indonesia online, arti kata megesploitasi berarti mengusahakan; 
mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).31 
Selanjutnya, menurut Departmen Pendidikan RI dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia  tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking 
tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan.32 
Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan 
dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. 
Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu 
secara niaga atau dengan berdagang. 
Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah:33 
Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, 
memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah 
terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang 
atau atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan 
yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, 
eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau 
kelompok orang tersebut. Misalnya : 
a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada 
mucikari; 
b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada 
agen tenaga kerja   dalam negeri atau luar negeri yang tidak 
dapat perlindungan hokum dan jaminan perlakuan 
manusiawi.  
c) Diambil organ tubuh.  
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Pustaka, Jakarta. Hal 324.  
31
 http://kbbi.web.id/mengeksploitasi diakses tanggal 19-4-2017.  
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Jakarta.  Hal. 1.  
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian 
dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius 
 mendefinisikan human trafficking sebagai berikut :34 
”Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act 
of recruiting, transporting, transfering, harbouring or receiving a 
person through a use of force, coercion or other means, for the 
purpose of exploiting them.” (Perdagangan manusia adalah 
tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi 
tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan 
atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, 
pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi 
mereka.” 
 
Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum 
dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum 
Perdagangan Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap 
negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia. 
Sedangkan GAATW (Global Alliance Against Traffic in Woman)  
menurut Husni mendefinisikan trafficking sebagai :35 
Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan 
perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau 
penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau 
tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau 
penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan 
tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, 
baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak 
diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja 
paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu 
lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada 
waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. 
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 UNDOC. 2012. What is Human Trafficking?. http:// www. unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/what-is-human-trafficking.html diakses tanggal 19-4--2017. 
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Penanggulangan Human Trafficking. Blogspot.com. diakses tanggal 19-4-2017. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang 
sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :  
1. Unsur Pelaku  
Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai  orang 
perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana 
perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO). 
2. Unsur Proses 
Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 
didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang.  
3. Unsur Cara 
Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin 
proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang 
meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
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manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut.  
4. Unsur Tujuan 
Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai 
akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang 
meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi 
dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.36 
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas 
merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan 
pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :37 
a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar 
agen/calo (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, 
mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen 
pejalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta 
menempatkan buruh dalam kerjaannya di negara tujuan. Meskipun 
tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan 
demikian; 
b. Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, 
tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh 
adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan 
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untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran 
untuk tiap buruh yang direkrutnya; 
c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi 
eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, 
melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh; 
d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, 
mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau 
memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk 
pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi. 
e. Pemilik/pengeloa rumah bordil yang memaksa perempuan untuk 
bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji 
atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 
tahun. 
4. Korban tindak pidana perdangan orang  
Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis 
kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah 
perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak 
exploitasi).  
Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana 
perdagangan orang adalah : 
1. Orang miskin; 
2. Orang dengan pola hidup konsumtif; 
3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan; 
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4. Orang yang berpendidikan rendah; 
5. Orang yang buta aksara; 
6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar 
daerah atau negri tanpa informasi yang jelas; 
7. Korban kekerasan dalam rumah tangga; 
8. Orang yang kehilangan anggota keluarga; 
9. Korban konflik; 
10. Korban bencana; 
11. Pengangguran; 
5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari ttpo ini, di satu sisi 
dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial 
ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis 
dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna 
banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan 
para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja 
di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di 
awasi kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu 
adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan 
dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa 
memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga 
majikannya.maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana 
pedagangan orang ini di tinjau dari : 
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1. Individu, yaitu : 
 terkucil; 
 depresi (gangguan jiwa berat); 
 bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik ; 
 putus asa dan hilang harapan; 
 tergangguan fungsi reproduksi; 
 kehamilan yang tidak di inginkan; 
 bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS; 
 kematian. 
2. Keluarga, yaitu : 
 beban psikososial (malu, rendah diri); 
 keluarga gagal. 
3. sosial, yaitu : 
 timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma). 
6. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Korban tindak pidana perdagangan orang mempunyai hak untuk 
mendapat layanan sebagaimana yang tercatantum dalam Standar 
Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten/Kota yang meliputi : 38 
1. Layanan pengaduan; 
2. Layanan Rehabilitas Kesehatan; 
3. Layanan Rehabilitas Sosial; 
4. Layanan Bantuan Hukum; 
5. Pemulangan; 
6. Reintegrasi Sosial; 
7. Restitusi/Ganti Rugi. 
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7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Kriminologi 
Perdagangan Orang 
Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana 
perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan 
pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan 
sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban 
mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan 
sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan 
dalam hukum positif sebagai kejahatan. 
Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang 
sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus 
terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat 
disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam 
kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya 
adalah:39  
1. Kurangnya kesadaran 
Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia 
ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya 
perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai 
untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang 
disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.  
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Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan 
strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk 
bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang 
dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.  
3. Keinginan cepat kaya 
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi 
memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang 
bermigrasi rentan terhadap  perdagangan orang.  
4. Faktor budaya  
Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap 
terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam 
keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah 
pekerjaan karena jeratan hutang. 
Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori 
sosiologi kriminil, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. 
Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam 
arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling 
fisiknya.40 
Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) 
yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan 
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bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-
dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. 
Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, 
pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena 
calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah 
pencegahan dan pelindungan pemerintah terhadap calon korban. 
Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori 
Lombrosso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari 
gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta 
dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang.41 Padahal, banyak sekali 
kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat 
tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian 
sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka kecil 
kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya 
bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka 
mempunyai jaringan ke luar negeri.42 
D. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU 
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No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya 
perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan 
harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus 
diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah 
meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak 
terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga 
menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta 
terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap 
HAM. 
Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO 
adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak 
pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen 
nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, 
penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan 
kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan 
orang adalah :“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 
baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
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2. Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara 
termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang 
lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah 
perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain 
adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta 
rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi 
korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta 
situasi. 
Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa 
perdagangan orang (human trafficking) bukan suatu kejahatan pidana 
biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan 
dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa 
kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang–Undang tersebut 
yaitu: pelaku human trafficking biasa seseorang, kelompok 
orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan 
sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap 
korban. Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan 
seperti perempuan dan anak–anak, praktek trafficking telah 
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membatasi bahkan melanggar prinsip–prinsip HAM karena pada 
dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal 
ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. 
a. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi :  
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 
hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan 
dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan 
ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. 
Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi 
karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat 
kemanusiannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia 
termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum 
maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk 
melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-
langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia. 
 
b. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :  
Setiap orang dlahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan 
hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum 
dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang 
berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hal ini berarti bahwa hak 
asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak 
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dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat 
oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan 
menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan 
makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga 
manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk 
dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, 
utamanya kesetaraan dihadapan hukum (equality before the 
law), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. 
 
c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi : 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan 
persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun. “Dalam keadaan apapun” disini, 
termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau 
keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal 
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang 
digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia. 
 
d. Pasal 5 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi : 
(1) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang 
berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta 
perlindungan yang sama sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya di depan hukum;  
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan 
perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya 
tidak berpihak;  
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang 
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan 
hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam 
hal ini, yang tergolong dalam masyarakat yang rentan, 
yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, 




e. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi:  
(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan 
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus 
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan 
Pemerintah;  
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak 
atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 
perkembangan zaman”. Hak adat yang secara nyata 
masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan 
masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi 
dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi 
Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan 
memperhatikan hukum dan peraturan perundang-
undangan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi 
Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum 
adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang 
tidak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum 
yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 
 
f. Pasal 7 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi :  
(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya 
hukum nasional dan forum internasional atas semua 
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum 
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi 
manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia;  
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima 
Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi 
manusia menjadi hukum nasional’. Yang dimaksud 
dengan upaya hukum disini adalah jalan yang dapat 
ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk 
membela dan memulihkan hak–haknya yang disediakan 
oleh hukum Indonesia. Dalan pasal ini dimaksudkan 
bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh 
semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional 
terlebih dahulu sebelum menggunakan forum baik di 
tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak 




g. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi:  
Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 
Pemerintah”. Yang dimaksud dengan perlindungan dalam 
pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia. 
 
h. Pasal 9 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi:  
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;  
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, 
bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Dalam hal ini, setiap 
orang berhak atas kehidupan, mempertahankan 
kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Hak atas 
kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir 
atau orang yang terpidana mati. 
 
i. Pasal 10 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi :  
(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;  
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau 
kehendak bebas calon suami dan calon istri yang 
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud 
dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir 
dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau 
tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami 
atau calon istri. 
 
j. Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi :  
”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. 
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k. Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi:  
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 
dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 
manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, 
berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak 
asasi manusia. 
 
Adapun alur kerja trafficking tidak saja berlangsung lintas daerah 








A. Lokasi Penelitian  
Dalam penelitian skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang khusus 
membahas mengenai kasus Putusan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan 
melakukan penelitian di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang 
lengkap, akurat dan memadai.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk menunjang penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data mengenai putusan 1498/Pid.Sus/ 
2015/PN.Mks yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi 
yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan 
Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti. 
b. Interview, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang berkompeten dan obyek penelitian. Serta meminta data-
data  kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim 
dan jaksa. 
D. Analisis Data 
Data yang telah  diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan 
dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif yaitu analisis yang 
menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan 
memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga 












HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
 
Tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di cita-citakan 
khususnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum 
terimplementasikan dengan baik. Meingkatnya tindak pidana perdagangan 
orang disebabkan oleh kemajuan teknologi dewasa ini dan faktor ekonomi 
yang mendesak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. 
Jamila Nompo, S.Sos. selaku penyidik pada Polda Kota Makassar 
menerangkan sebagai berikut :43  
Korban tindak pidana perdagangan orang semakin marak terjadi 
belakangan ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya 
laporan yang masuk. Adapun yang menjadi korban adalah wanita 
dengan di iming-imingi sejumlah uang. Para wanita tersebut 
diperdagangkan sebagai PSK dan ada juga yang masih remaja di 
bawah umur.  
 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Hj. Jamila 
Nompo, S.Sos. dapat diketahui bahwa korban tindak pidana perdagangan 
orang sebagian besar didominasi terhadap wanita dengan iming-iming 
sejumlah uang. Adanya iming-imingan sejumlah uang terhadap korban 
yang selanjutnya korban menerima tawaran tersebut menunjukkan 
adanya indikasi bahwa terjadinya tindak perdagangan orang karena 
                                                          
43
 Wawancara dengan Jamila Nompo, S.Sos Selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Kota 
Makassar, tanggal 29 April 2017.  
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didominasi oleh faktor ekonomi yang lemah dari pihak korban. Menurut 
pandangan teori feminist marxist, wanita menjadi pihak yang tertindas 
karena situasi dan tuntutan ekonomi. Hal inilah yang kemudian memaksa 
para wanita tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.  
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. 
Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang 
berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah 
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, 
dalam fenomena yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, dimana wanita sebagai korban eksploitasi 
seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), penulis 
berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran 
terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks 
komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena 
sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.   
Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
perdagangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, dibutuhkan paparan terlebih dahulu 
mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan 
hukum (legal reason) dari pertimbangan hakim tersebut. 
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1. Posisi Kasus  
Pada awalnya terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky bersama-
sama dengan terdakwa 2. Suaib Alias Aida, yang pekerjaannya adalah 
sebagai Mucikari yaitu jika ada pelanggan untuk memesan perempuan 
yang mempunyai tarif atau harga yang harus dibayar oleh pelanggan 
kepada terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky  sebesar Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) dimana terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky 
mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa 2 
mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selebihnya Rp. 
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bagian perempuan yang telah 
melayani pelanggan. 
Kemudian pada hari Minggu 16 Agustus 2015 sekirat pukul 03.10 
terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky dan terdakwa 2. Suaib  Alias Aida 
yang pekerjaannya sebagai Mucikari menerima telepon dari saksi 
BRIGPOL Taswin Zardi yang menyamar sebagai pelanggan dan mengaku 
bernama Andi Wiwin lalu memesan perempuan melalu terdakwa 1. Wahyu 
Bongka Alias Rezky dan terdakwa 2. Suaib Alias Aida melalui media 
sosial online Blackberry Messenger (BBM) dengan meinta disiapkan 
wanita guna melayani para pelanggan. Kemudian terdakwa 1. Wahyu 
BOongka Alias Rezky mengirimkan foto-foto wanita tersebut kepada saksi 
BRIGPOL Taswin dengan memakai nama samaran atas nama Andi Wiwin 
dan terdakwa juga menyampaikan tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
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rupiah) kepada Andi Wiwin (saksi Brigpol Taswin Zardi) kemudian Andi 
Wiwin (saksi Brigpol Taswin Zardi) menentukan hari dan tempat untuk 
bertemu. 
Selanjutnya pada pukul 21. 45 WITA terdakwa 1. Wahyu Bongka 
Alias Rezky dan terdakwa 2. Suaib Alias Aida mengantarkan wanita PSK 
Andini dan saksi Ainun ke Hotel Ibis di Jalan Maipa Makassar dan setelah 
terdakwa 1. Wahyu bersama 2 (dua) orang wanita yaitu saksi Andini dan 
saksi Ainun bertemu dengan Andi Taswin (sanksi Brigpol Taswin) 
langusng memperkenalkan terdakwa 1. Wahyu kepada temannya sanksi 
BRIGPOL Dhanni Mopilie yang juga Anggota Polri dan menyamar dengan 
nama RIO. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2, sanksi Brigpol Taswin 
yang menyamar sebagai Andi Wiwin, sanksi Brigpol Dhanni Mopilie yang 
menyamar sebagai Rio bersama-sama dengan saksi Andini dan saksi 
Ainun menuju ke kamar di Lantai 6 (enam) Hotel Ibis Makassar dan pada 
saat di dalam kamar, Rio memilih Ainun dan setelah itu Rio menyerahkan 
pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa 
1. Wahyu dan selanjutnya terdakwa 1. Wahyu bertanya kepada saksi 
BRIGPOL Taswin mengenai kamarnya dan Brigpol Taswin menyampaikan 
kepada terdakwa 1. bahwa “Ayo kita ke bawah untuk buka kamar lagi 
satu” dan setelah itu saksi Brigpol Taswin bersama dengan terdakwa 1. 
Wahyu turun ke lantai 1 (satu) dan Andini turun ke lantai 1 dan pada saat 
di lantai 1 terdakwa 1. Wahyu bersama dengan terdakwa 2. Suaib dan 
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Andini serta Shela langsung diamankan dan dibawa ke Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan sementara 
untuk Ainun juga diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.  
Bahwa saksi korban Pr. Andi Nur Ainun Fadliyah Alias Ainun masih 
dibawah umur (berumur 17 tahun). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaaan biasa 
tanggal 15 Oktober Nomor : B-412/R.4.10/Euh.2/10/2015, terdakwa 
dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang 
telah kami bacakan pada awal persidangan dengan melanggar pasal :  
Pertama : Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
ATAU 
 
Kedua : Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana 
DAN 
Ketiga : Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
ATAU  
Keempat : Pasal 88 UU RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun secara kombinasi, maka kami 
akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling penting 
terbukti yakni dakwaan :  
 
Kedua : Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana 
DAN 
Ketiga : Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 




Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, 
kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar; 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar;  
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan :  
1. Menyatakan terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky bersama-sama 
dengan terdakwa Suaib alias Aida, bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dalam Dakwaan kedua dan ketiga.  
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama 
terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah). Subsidair 2 (dua) bulan penjara. 
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :  
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk 
negara. 
- 1 (satu) paket kondom merek sutera isi 3 (tiga), 1 (satu) buah 
handphone merek Blackberry type tourch warna hitam, 1 (satu) 
buah handphone merek prince warna cokelat, 1 (satu) buah 
handphone merek Samsung lipat warna putih, Dirampas untuk 
dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam 
sidang hari ini, Kamis tanggal 14 Januari 2016.  
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4. Amar Putusan  
Adapun Amar Putusan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks yakni sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa I. Wahyu Alias Rezky dan terdakwa II. Suaib 
alias Aida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Perdagangan orang dan perdagangan anak 
secara bersama-sama”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wahyu Bongka Alias Rezky 
dan terdakwa II. Suaib Alias Aida masing-masing dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;  
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk 
negara. 
- 1 (satu) paket kondom merek sutera isi 3 (tiga), 1 (satu) buah 
handphone merek Blackberry tipe tourch warna hitam, 1 (satu) 
buah handphone merek prince warna cokelat, 1 (satu) buah 
handphone merek Samsung lipat warna putih, Dirampas untuk 
dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
 
5. Komentar Penulis  
 
Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan 
yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabanya. Hukum pidana 
materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka 
mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat 
diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan 
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perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat 
hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.  
Menurut Solichin Kartanegara bahwa hukum pidana materiil 
berisikan peraturan-peraturan tentang :  
1. Perbuatan yang dpaat diancam pidana dengan hukuman 
(strafbarefeiten); 
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 
 
Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum telah 
menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun 
dalam KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa Wahyu Bongka 
Alias Rezky dan terdakwa Suaib alias Aida atas pelanggaran yang 
dilakukan. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan alternatif bagi 
hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada 
para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan.  
Hj. Jamila Nompo, S.Sos. pada Polda Kota Makassar menerangkan 
bahwa :44 
Penerapan hukum pidana materiil dalam menangani kasus 
perdagangan orang, tidak hanya mengacu pada UU 
Perdagangan Orang, melainkan pelaku juga dapat dijatuhi 
pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak apabila korbannya 
masih dibawah umur. Bagi korban yang anak di bawah umur, 
dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada UU Perlindungan 





anak, dimana dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua 
ataupun lembaga perlindungan anak.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis 
berpandangan bahwa penyidik sebagai salah satu aparat yang 
memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak 
pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum 
pidana materiil, dimana walapun UU PTPPO merupakan lex specialis dari 
hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang, namun dalam hal 
ini penyidik tidak hanya dibatasi oleh UU PTPPO. Dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap korban perdagangan orang yang masih di bawah 
umur, penyidik tetap mengacu pada UU Perlindungan anak, khususnya 
dalam hal pemeriksaan yang memerlukan adanya pendampingan dari 
orang tua ataupun pihak dari Lembaga Perlindungan Anak. Hal ini 
merupakan suatu berntuk perlindungan dan perlakukan khusus yang 
diberikan kepada korban yang masih di bawah umur.  
Selanjutnya, apabila ditinjau dari tindakan jaksa penuntut umum, 
dimana berdasarkan 4 (empat) dakwaan yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum dalam Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, 
terdapat 2 (dua) alternatif dakwaan yang dianggap paling penting terbukti 
yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHPidana; dan dakwaan ketiga yaitu Pasal 83 UU RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
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Dalam kasus yang penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah ditemukan suatu fakta 
berdasarkan sidang di pengadilan bahwa Wahyu Bongka alias Rezky dan 
Suaib alias Aida secara bersama-sama melakukan tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara melakukan eksploitasi seksual terhadap 
wanita-wanita yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersil (PSK) 
dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Adapun wanita-
wanita yang menjadi korban termasuk di dalamnya adalah anak di bawah 
umur seperti yang baru berusia 17 atau 18 tahun, sehingga dengan 
demikian, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Hukum, hakim kemudian 
menjatuhkan pasal berlapis, dimana Wahyu Bongka alias Rezky dan 
Suaib alias Aida dikenakan melanggar Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman hukuman yang 
diberikan kepada Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida adalah 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda 




Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. Muliaty 
Lanang, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan putusan No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks diperoleh keterangan sebagai berikut :45 
Pasal yang dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan 
menggunakan Pasal 12 UU PTTPO jo. Pasal; 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dengan pertimbangan bahwa WAHYU Bongka alias rezky 
dan terdakwa suaib alias Aida menurut pertimbangan jaksa 
penuntut umum telah terbukti melakukan tindak pidana 
perdagangan orang, dan ada adanya pelaku yang turut melakukan 
aksi kejahatan tersebut. Selanjutnya dikenakan pelanggaran 
terhadap UU Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak 
dibawah umur.  
  
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Wahyu 
Bongka Alias Rezky dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang tidak dilakukan sendirian melainkan dibantu/bersama-
sama dengan dan terdakwa Suaib alias Aida, dimana adanya melihat 
adanya unsur pembantuan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut 
maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan tidak 
hanya mengacu pada Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan juga 
mengacu pada Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Selain itu, wanita yang 
diperdagangkan terbukti adalah Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Menurut pandangan penulis, penerapan sanksi pidana materiil yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena apabila 
                                                          
45
 Wawancara dengan Hj. Muliaty Lanang, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan 
Negeri Makassar tanggal 28 April 2017. 
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ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu sendiri 
semuanya telah terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Apabila 
ditinjau berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) angka 
ke-1 KUHP, adapun unsur-unsur yang terkandung antara lain sebagai 
berikut :  
1. Unsur Setiap Orang 
Pasal 1 angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan 
bahwa setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana perdagangan orang”.  Dalam Putusan 
Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, dimana Wahyu Bongka Alias 
Rezky dan terdakwa Suaib alias Aida yang dihadapkan di persidangan 
dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari 
keterangan-keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan 
mereka terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang 
diajukan dalam perkara ini Wahyu Bongka  Alias Rezky dan terdakwa 
Suaib alias Aida sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
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2. Unsur yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah 
Negara Republik Indonesia;  
Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, 
diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 
2015 Pukul 22.00 Wita bertempat di Hotel Ibis, kamar 614 Jalan Maipa 
No. 8 Makassar terdakwa Wahyu Bongka Alias Rezky dan terdakwa 
Suaib alias Aida telah melakukan tindak pidana menggunakan atau 
memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 
dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melalui media 
sosial online (Blackberry Messenger) kemudian setelah terdakwa 
sepakat masalah harga dengan pelanggan, selanjutnya terdakwa 
Wahyu Bongka Alias Rezky menjemput sanksi korban Andini Larasati  
alias Andini di rumah kostnya dan selanjutnya pada pukul 21.45 Wita 
terdakwa Wahyu Bongka Alias Rezky dan terdakwa Suaib alias Aida 
mengantar saksi korban Andini Larasati  dan sanksi korban Andi Nur 
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Ainun ke pelanggan yang telah memesan, yang berada di Hotel Ibis 
Jalan Maipa Kota Makassar.  
Setelah terdakwa Wahyu bersama saksi korban Andini dan saksi 
korban Ainun bertemu dengan pelanggan (saksi dari polisi yang 
menyamar sebagai pelanggan) bertemu di Hotel Ibis, kemudian 
mereka menuju ke kamar lantai 6 hotel itu,dan pada saat di dalam 
kamar, pelanggan Rio memilih Ainun dan setelah itu Rio  
menyerahkan pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
kepada terdakwa Wahyu. 
Setelah mereka terdakwa Wahyu dan Suaib di interogasi, 
mereka terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual saksi 
korban Andi Nur Ainun dan saksi korban Andini Larasati kepada 
pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa juga mengakui bahwa 
selain dari saksi korban Andi Nur Ainun dan saksi korban Andini 
Larasati yang dijual kepada pelanggan masih ada permpuan yang 
biasa diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu Sdr. Pr. Indri, Pr. Nia, dan 
Pr. Vira dan tarif dari wanita pekerja seks komersial yang terdakwa 
jual yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita 
tersebut digunakan hanya sekali main. Mereka terdakwa juga 
menjelaskan bahwa hasil keuntungan penjualan yang diterima oleh 
terdakwa Wahyu dari hasil penjualan tersebut berkisar sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah) dan terdakwa Suaib mendapat keuntungan sebesar 
61 
 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah). 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.  
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa 
Wahyu Bongka alias Rezky bersama-sama dengan terdakwa Suaib 
alias Aida baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana menggunakan 
atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan 
cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 
orang.  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Selanjutnya, jika mengacu pada Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang selanjutnya dikaitkan dengan Putusan Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai 




1. Unsur setiap orang 
Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau 
subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa Wahyu 
Bongka Alias Rezky dan terdakwa Suaib alias Aida yang dihadapkan 
di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang 
diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi, barang bukti dan 
keterangan mereka terdakwa sendiri yang membenarkan 
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka 
mereka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini Wahyu Bongka 
Alias Rezky dan terdakwa Suaib alias Aida sebagai manusia yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan anak.  
Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif, 
sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.  
Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa Wahyu 
Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib Alias Aida telah melakukan 
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tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan penjualan, dan/atau 
perdagangan anak dimana mereka terdakwa melakukan penjualan 
dan/atau perdagangan anak sedangkan mereka terdakwa tahu 
bahwa saksi korban Andi Nur Ainun masih berumur 17 (tujuh belas) 
tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa 
Kartu Keluarga saksi korban dimana disitu dinyatakan bahwa saksi 
korban Andi Nur Ainun masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, penulis berpandangan bahwa 
terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky bersama dengan terdakwa Suaib 
alias Aida telah meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana dalam 
dakwaan kedua, yaitu Pasal 12 UU Nomor 21  Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga, yaitu Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Sehingga dengan demikian, tuntutan jaksa penuntut umum 
terseburt dapat digunakan sebagai alternatif atau bahan pertimbangan 
bagi hakim dalam menutus perkara tersebut.  
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 




Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan  terwujudnya   nilai   dari   suatu   putusan   hakim yang 
mengandung keadilan  (ex  aequo  et  bono) dan  mengandung  kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  
teliti, baik, dan cermat.46 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 
dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :  
1. Pertimbangan Hakim  
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, 
maka dalam hal ini Majelis Hakim boleh memeilih salah satu dakwaan 
yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang 
dalam hal ini adalah dakwaan kedua dan ketiga yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut :  
                                                          
46
 Mukti Arto 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Penerbit : Pustaka Belajar, 
Yogyakarta. Hal. 140.  
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Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana : 
1. Setiap orang; 
Bahwa terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib 
Alias Aida, yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri 
yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang diajukan dalam perkara 
ini adalah Wahyu Bongka Alias Rezky dan Suaib alias Aida sebagai 
manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang 
untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan 
dari hasil tindak pidana perdagangan orang; 
Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar pada hari 
Minggu tanggal 16 Agustus 2015 Pukul 22.00 WITA bertempat di 
Hotel Ibis Kamar 614 Jln. Maipa No. 8 Makassar terdakwa Wahyu 
Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib Alias Aida telah melakukan 
tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil 
tindak pidana perdagangan orang dimana mereka terdakwa 
melakukan tindak pidana tersebut melalui media sosial online 
(Blackberry Messenger) kemudian setelah terdakwa sepakat masalah 
harga dengan pelanggan, selanjutnya terdakwa Wahyu Bongka alias 
Rezky menjemput saksi korban Andini Larasati alias Andini dirumah 
kostnya yang berlamat di Kost Putri depan SMK Negeri 6 Makassar 
Jln. Landak Baru Makassar dan kemudianmenjemput terdakwa Suaib 
alias Aida dan saksi korban Andi Nur Ainun dan selanjutnya pada 
pukul 21.45 WITA terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky bersama-
sama dengan Suaib Alias Aida mengantar saksi Korban Andini dan 
saksi korban Andi Nur Ainun ke pelanggan yang telah memesan, yang 
berada di Hotel Ibis  di Jalan Maipa Makassar.  
Setelah mereka terdakwa Wahyu dan terdakwa Suaib di interogasi, 
mereka terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual saksi 
korban Andi Nur Ainun dan saksi Korban Andini Larasati yang dijual 
kepada pelanggan masih ada perempuan yang biasa diperjualbelikan 
oleh terdakwa yaitu Sdr. Pr. Indri, pr. Nia dan pr. Vira dan tarif dari 
wanita pekerja seksi komersil yang terdakwa jual yaitu sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita tersebut digunakan 
hanya sekali main. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil 
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keuntungan penjualan yang diterima oleh terdakwa Wahyu dari hasil 
penjuualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai 
dengan Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan SUAIB mendapatkan 
keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai 
dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.   
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa 
Wahyu Bongka alias Rezky bersama-sama dengan terdakwa Suaib 
Alias Aida baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan 
orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana 
perdagangan orang.  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.   
DAN 
Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbuahan atas UU 
RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :  
1. Setiap orang; 
Bahwa terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib 
alias Aida, yang dihadapkan di persidangan ini berdasarkan fakta 
yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, barang bukti dan keterangan mereka  terdakwa 
sendiri yang membenarkan identitasnya salam surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang diajukan 
dalam perkara ini adalah Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib 
alias Aida sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti dan secara sah meyakinkan menurut hukum.  
2.   Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan anak;  
Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa 
Wahyu Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib Alias Aida telah 
melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, 
meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan, 
dan/atau perdagangan anak dimana mereka terdakwa melakukan 
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penjualan dan/atau perdagangan anak sedangkan mereka 
terdakwa tahu bahwa saksi korban Andi Nur Ainun masih berumur 
17 (tujuh belas) tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya alat 
bukti surat berupa Kartu Keluarga saksi korban dimana disitu 
dinyatakan bahwa saksi Korban Andi Nur Ainun masih berumur 17 
(tujuh belas) tahun. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana 
sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar 
Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan 
Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi, maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh para 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan 
tersebut sehingga harus dinyatakan bersalah;   
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 
pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan dari para terdakwa sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dalam dakwaan kedua dan ketiga sebagai berikut :  
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma dalam 
masyarakat; 
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa. 
Hal-hal yang meringankan :  
- Para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali 
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 






2. Amar Putusan 
MENGADILI : 
1. Menyatakan terdakwa I. Wahyu Bongka Alias Rezky dan terdakwa II. 
Suaib alias Aida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “Perdagangan orang dan perdagangan anak 
secara bersama-sama”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wahyu bongka Alias Rezky 
dan terdakwa II. Suaib Alias Aida masing-masing dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;  
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk 
negara. 
- 1 (satu) paket kondom merek sutera isi 3 (tiga), 1 (satu) buah 
handphone merek Blackberry tipe tourch warna hitam, 1 (satu) 
buah handphone merek prince warna cokelat, 1 (satu) buah 
handphone merek Samsung lipat warna putih, Dirampas untuk 
dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
 
3. Komentar Penulis 
Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang 
menggunakan acuan pada UU Perdagangan Orang, yakni UU Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta apabila korban eksploitasi 
seksual adalah anak di bawah umur maka hakim juga mengacu pada 
ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Digunakannya UU Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
karena UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang merupakan lex specialis yang mengatur tentang 
tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.  
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Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN. 
Mks, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 
12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 
UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Pasal 12 UU Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang mmenegaskan bahwa :  
Setiap orang yang  menggunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban 
tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak 
pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik 
eksploitasi, atau mengambil  keuntungan dari hasil tindak pidana 
perdagangan orang  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 6.  
 
Selanjutnya, dalam Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP 
menyebutkan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan 
pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut melakukan perbuatan itu”. 
Dijeratnya Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida 
berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
dan Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana fakta-
fakta yang diperoleh tersebut kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur 
yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut. Tindakan mengeskploitasi 
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secara seksual dilakukan oleh Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias 
Aida dengan cara memperkerjakan wanita-wanita sebagai pekerja seks 
komersial, dimana atas dasar penyamaran yang dilakukan oleh Brigpol 
Taswin dan Brigpol Dhanni Mopilie diperoleh suatu fakta bahwa pada hari 
Minggu tanggal 16 Agustus 2015 Pukul 22.00 WITA bertempat di Hotel 
Ibis Kamar 614 Jalan Maipa No. 8 Makassar terdakwa Wahyu Bongka 
alias Rezky dan terdakwa Suaib Alias Aida melakukan tindak pidana 
perdagangan wanita melalui media sosial online (Blackberry Messenger). 
Setelah Wahyu dan terdakwa Suaib di interogasi, mereka mengakui 
bahwa mereka telah menjual saksi korban Andi Nur Ainun dan saksi 
korban Andini Larasati yang dijual kepada pelanggan, yaitu sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita tersebut digunakan hanya 
sekali main. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil keuntungan 
penjualan yang diterima oleh terdakwa Wahyu dari hasil penjualan 
tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 
500.000,- (lima ratus rupiah) dan Suaib mendapatkan keuntungan sebesar 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah).  
Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang 
terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan 
oleh Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida telah memenuhi 
unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
71 
 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil 
tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa 
hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumnya. 
Dalam melakukan aksinya, Wahyu Bongka alias Rezky bersama-
sama dengan Suaib alias Aida, dimana keduanya memperoleh 
keuntungan dari hasil perdagangan wanita yang dilakukan. Adapun 
keuntungan yang diperoleh Wahyu dari hasil penjualan tersebut Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus 
rupiah) dan Suaib mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 
Adanya keuntungan yang diperoleh menunjukkan unsur mengambil 
keuntungan dari hasil tindak pidana terpenuhi. 
Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana 
salah satunya adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau 
turut melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukum hakim mendasarkan 
putusannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dari 
fakta yang diperoleh, terungkap bahwa dalam melakukan aksinya Wahyu 
Bongkah alias Rezky ditemani oleh Suaib alias Aida yang juga ikut turut 
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serta mengantarkan saksi korban ke pelanggan yang telah memesan, 
dimana selanjutnya ia juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- 
(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah). Meskipun nilai yang diperoleh Suaib alias Aida tidak sebesar nilai 
keuntungan yang diperoleh oleh Wahyu Bongka alias Rezky, tapi adanya 
perbuatan turut serta mengantarkan korban dan memperoleh keuntungan 
sehingga unsur Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi dan 
memberikan suatu konsekuensi bahwa Suaib alias Aida juga wajib 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana 
yang sama beratnya dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap 
Wahyu Bongka alias Rezky, dimana baik Wahyu Bongka alias Rezky 
maupun Suaib alias Aida bersama-sama dijatuhi pidana penjara selama 4 
(empat) tahun.  
Tidak adanya perbedaan sanksi pidana menunjukkan bahwa hakim 
dalam hal ini telah berlaku adil, tidak melihat dari segi sedikit atau 
banyaknya nilai keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pelaku 
perdagangan wanita tersebut yang selanjutnya memberikan suatu 
perbedaan dari segi penjatuhan sanksi pidana, melainkan hakim melihat 
pada bagaimana mereka bekerja sama untuk menjalankan dan 
mewujudkan tindak pidana perdagangan wanita tersebut serta 
memperoleh keuntungan dari aksi yang dilakukan tersebut. Oleh karena 




Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1498/Pid.Sus/2015/ 
PN.Mks hakim juga mendakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib 
alias Aida dengan menggunakan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan anak pada intinya disebutkan bahwa setiap orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak 
dipidana dengan  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan 
paling  lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp. 
60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah) dan paling  banyak  Rp. 
300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah). 
Dasar hukum hakim mendakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan 
Suaib alias Aida dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah karena dalam melakukan 
tindak pidana perdagangan orang, Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib 
alias Aida juga memperdagangkan anak di bawah umur, yakni Andi Nur 
Ainun yang masih berumur 17 tahun, dimana dibuktikan dikuatkan dengan 
adanya alat bukti surat berupa Kartu Keluarga saksi korban yang di 
dalamnya dinyatakan bahwa saksi korban Andi Nur Ainun masih berumur 
17 (tujuh belas) tahun.  
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
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Dengan melihat umur saksi korban Andi Nur Ainun yang masih berumur 
17 (tujuh belas) tahun menunjukkan bahwa Andi Nur Ainun masih 
termasuk dalam kategori usia anak sehingga dengan demikian, Andi Nur 
Ainun berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah 
bentuk perlindungan khusus terhadap eskploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d UU 
Nomor 35 Tahun 2014 tyentang Perlindungan Anak.  
Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 UU 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa 
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual terhadap Anak”. Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
Dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, dasar hakim adalah dengan menggunakan 
ketentuan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. Menurut penulis, tampaknya penerapan pasal tersebut kurang tepat 
jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal  76 I Jo. Pasal 88 UU Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis menilai bahwa untuk 
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tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh Wahyu Bongka 
alias Rezky dan Suaib alias Aida terhadap Andi Nur Ainun yang telah 
terbukti memperoleh keuntungan dalam tindakannya adalah lebih tepat 
jika hakim menggunakan ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 UU Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 I UU Nomor 35 
Tahun 2014 lebih secara spesifik menyebutkan mengenai jenis larangan 
tindak pidana yang dilakukan, yakni suatu pasal yang khusus memberikan 
larangan terhadap setiap orang untuk melakukan eksploitasi ekonomi 
dan/atau seksual kepada anak. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi 
ancaman hukuman yang diberlakukan, dalam Pasal 88 UU Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi 
pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan Orang, dimana sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  
Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 
meskipun hakim telah menunjukkan suatu bentuk keadilan dalam 
menangani perkara tindak perdagangan wanita yang dilakukan oleh 
Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida, namun dalam 
menerapkan ketentuan pasal mengenai pelanggaran terhadap eksploitasi 
seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tampaknya 
menunjukkan suatu bentuk kekeliruan dari hakim, dimana hakim kurang 
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tepat dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penulis kurang 
sependapat dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim.  
Apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang dijatuhkan, 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida dijatuhkan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan konsekuensi apabila denda 
tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara 1 (satu) 
bulan. Penjatuhan sanksi demikian apabila dikaitkan dengan jenis 
pelanggaran yang dilakukan oleh Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib 
alias Aida yang terbukti telah  melanggar ketentuan Pasal 12 UU Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak menunjukkan bahwa hakim dalam hal ini menjatuhkan sanksi pidana 
dengan ancaman hukuman pidana minimum meskipun Wahyu Bongka 
alias Rezky dan Suaib alias Aida telah melakukan pelanggaran dan 
dikenakan pasal berlapis.  
Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerapkan ancaman 
hukuman demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
Hakim Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.H., menuturkan bahwa :47 
Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan 
dari segi hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang 
                                                          
47
 Wawancara dengan Hakim Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.H., tanggal 28April 2017.  
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dapat memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal-hal 
yang memberatkan antara lain apabila korban hasil tindak pidana 
mengalami penderitaan, adanya kerugian materil dan fisik, serta 
terdakwa pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan 
sanksi pidana terdakwa adalah apabila terdakwa bersikap sopan, 
mengakui kesalahannya, menyesal, terdakwa masih tergolong 
muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya, dan 
terdakwa belum pernah dihukum.  
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Teguh 
Sri Rahardjo, S.H., M.H. dapat diketahui bahwa dalam menerapkan 
hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang 
dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana 
diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal 
yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan 
berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.  
Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “dalam putusan hakim harus juga 
memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan 
terdakwa selama persidangan berlangsung.” Dalam kaitannya dengan 
permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks adapun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa adalah perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma 
dalam masyarakat dan perbuatan para terdakwa dapat merusak masa 
depan anak bangsa. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah 
para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya 
78 
 
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para terdakwa 
belum pernah dihukum.48 
Perbuatan terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam 
masyarakat khususnya norma kesusilaan, dimana tindakan melakukan 
perdagangan wanita dengan cara memperkerjakan sebagai pekerja seks 
komersial (PSK) merupakan salah satu tindakan asusila. Roeslan Saleh 
berpendapat bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada 
pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-
hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku 
dalam pergaulan masyarakat.49 Namun, beranjak dari pendapat yang 
dikemukakan oleh Roeslan Saleh, penulis berpendapat bahwa 
pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan tidak hanya termasuk dalam 
penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat 
melainkan juga pelanggaran terhadap kesusilaan termasuk juga suatu 
tindakan yang menodai dan bertentangan nilai-nilai agama.  
Allah Azza wa Jalla berfirman : 
                                                                                                             
                     
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.  
                                                          
48
 Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, 
Penerbit: PT. Alumni, Bandung. Hal. 16. 
49




Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah bahwa 
kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu 
dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada 
makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian, 
dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklîf (tugas) syari’ah seperti 
yang telah dijelaskan oleh mufassirîn dalam penafsiran ayat tersebut di 
atas. Maka hal tersebut berkonsekuensi seseorang manusia tidak boleh 
direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal 
hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Imam al-Qurthûbi 
berkata mengenai tafsir ayat ini “….dan juga manusia dimuliakan 
disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak 
seperti hewan,…”. 
Selain itu, tindakan yang mengeksploitasi anak dibawah umur juga 
sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, dimana anak di 
bawah umur seharusnya masih memiliki kewajiban untuk menempuh 
pendidikan guna untuk mencapai masa depannya, bukan dijadikan 
sebagai pekerja seks komersial untuk memperoleh keuntungan, sehingga 
perdagangan anak di bawah umur yang dilakukan Wahyu Bongka alias 
Rezky dan Suaib alias Aida telah merusak masa depan anak bangsa. 
Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim memberikan sanksi pidana yang 
sesuai dengan bentuk pelanggaran dan dampak yang akan ditimbulkan 
akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Wahyu Bongka alias Rezky dan 
Suaib alias Aida.  
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Namun, pada saat dilakukan interogasi, Wahyu Bongka alias Rezky 
dan Suaib alias Aida memberikan pengakuan bahwa selain menjual Andi 
Nur Ainun dan Andini Larasati, masih ada perempuan yang biasa 
diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu Sdr. Pr. Indri, Pr. Nia Dan Pr. Vira dan 
tarif dari wanita pekerja seksi komersial yang terdakwa jual yaitu sebesar 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita tersebut digunakan 
hanya sekali main. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil 
keuntungan penjualan yang diterima oleh terdakwa Wahyu dari hasil 
penjualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan 
Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan Suaib mendapatkan keuntungan 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil pengakuan tersebut serta 
menunjukkan adanya penyesalan dan tidak akan mengulangi 
perbuatannya lagi memberikan suatu bentuk pertimbangan bagi hakim 
untuk mempertingan sanksi pidananya, sehingga dengan demikian 
setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberat 
pidana, maka hakim menjatuhkan sanksi pidana sebesar 4 (empat) tahun 
penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah).  
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, 
penulis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
bersifat meringankan dan memperberat sanksi pidana, maka sanksi 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim cenderung kepada penjatuhan sanksi 
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minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 7 UU Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
maupun dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut menetapkan 
bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun, yang apabila korbannya adalah anak di bawah umur 
maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana 
penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Atas 
dasar ketentuan tersebut, selanjutnya hakim menjatuhkan pidana penjara 
kepada Wahyu Bongka dan Suaib  selama 4 (empat) tahun.  
Dalam penjatuhan pidana denda sebagaimana telah ditetapkan 
oleh hakim adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 
namun dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang pidana denda yang diancamkan 
adalah paling sedikit Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan 
pada Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
sanksi denda yang diancamkan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah). Melihat dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan 
tersebut maka kemudian hakim menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian penulis 
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berkesimpulan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan hakim adalah dengan 
mengacu pada penjatuhan sanksi minimum sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili 
perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan 
Negeri No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah hakim tidak hanya 
mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam 
undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat 
meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi 
pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam 
Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, hakim lebih 
cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan 
menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun 





















1. Penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
sudah tepat karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan 
Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pedagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP dan Pasal 
83 UU Perlindungan Anak, karena telah memenuhi unsur setiap 
orang; unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah 
Negara Republik Indonesia; unsur mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan 
unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan anak.  
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2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana 
perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 
1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks adalah hakim tidak hanya mendasarkan 
putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-
undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang 
bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan 
berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, 
dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 
2015/PN.Mks, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana 
penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi 
yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam UU Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
B. Saran 
1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam 
pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat 
menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan 
dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, 
khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.  
2. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan 
dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif 
dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan 
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